
 

BUPATI BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE 

NOMOR 9 TAHUN  2016 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menyelaraskan prioritas 

kebijakan pembangunan  yang terkait dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bone Tahun 2012-2032,  dan dokumen perencanaan 

lainnya serta hasil pengendalian dan evaluasi yang 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat 

ini sehingga perlu penyesuaian terhadap kebijakan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2005-2025; 

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang 

perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah 



Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2005-2025; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2005- 2025; 
 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

   4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 



7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana   Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

8.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

12.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 



20.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 ); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

23.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 249); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 

25.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 



Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Nomor 2); 

28.  Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13); 

29.  Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 

5); 

30.  Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Nomor 6). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE 

dan 

BUPATI BONE 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 

TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 

2005 – 2025. 

 

 

 



Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-

2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 

Nomor 7 ) diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah  

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 2 

(1) Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 memuat  visi, 

misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu 

pada Perubahan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional;  

(2) Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi 

pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD 

Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan RPJM 

Nasional Tahun 2015-2019; 

(3) Rincian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam  Lembaran Daerah Kabupaten 

Bone. 

 

 

 

 

 

 



Ditetapkan di Watampone 

pada tanggal  19 Oktober  2016 

BUPATI BONE, 

 

 

A.FAHSAR M.PADJALANGI 

 

Diundangkan di Watampone 

pada tanggal 19 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE 

 

 

 
A.SURYA DARMA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI 

SELATAN : B.HK.HAM.11.146.16 TAHUN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025 

 
 

I. UMUM 

Dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan dengan kurun 

waktu dua puluh tahun. Perubahan RPJPD Kabupaten Bone dilakukan 

karena dalam struktur dokumen dan sistematika penulisan RPJPD 

Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 belum mengikuti tata cara sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

Selain itu, terjadinya perubahan yang sangat mendasar dengan  

ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 

khusunya yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup Jelas 

Pasal II  

Cukup Jelas  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7   

 

 


